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Mengingat 

BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR B TAHUN 2009 

TENTANG 

POLA PELAYANAN PERLZINAN TERPADU 

BUPATT JEPARA, 

batwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisas dan 
Tata Kerja Badan Peayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara 
serta guna meningkatkan pelayanan umum khususnya pelayanan 
perizinan pertu diatur secara teknis tentang pola pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu dengan Peraturan Bupatl 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomnor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nmor 4437) sebagaimana telat 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara g Thun 2008 
Nomor 59, Lembaran Negara RI Nmor 4844); 

3. Peraturan Pemerinah Nomor 41 Tahu 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nrnor 89 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Norr 4741); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negent Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, 

5. Pereturan Menteni Pendayaggunaan Apar@tur Negara Nomor 
PER/20/M PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Pelayanan Publik 

6. Peraturan Menteni Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Ult Pelayanan 
Perijinan Terpad di Daerah; 

7. KeputuSan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan 
Urum; 

8. Keputusan......... 
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8. Keputusan Menteni Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomr 63/KE9/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaran Pelayanan Publik; 

9. Keputusan Menteni Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/204 tentang Petunjuk Teknis 
Transparansi dan Akuntabilirtas dalam Penyelenggarear 
Pelayanan Publik 

10. Keputusan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara Nomgr 
KEP/118/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum 
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansl 
Pemerintah; 

IL. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Ker]a Badan Pelayanan 
Perinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan perizinan 
Terpadu (Benita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 329). 

MEMUTUSKAN; 

Menetapkan PERATURAN BUPATT TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU 

8AB 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 Daerah adalah Kabupaten Jepara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Jepara; 
4. Pelayanan Perizinan adalah segala kegiatan pelayanan perizinan yang iberikan olet 

instansi Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah pelayanan terpadu yang diselenggar@kan pad.a 
Badang Pelayanan Perizinan Terpadu yang meliputi berbagal fenis pelayanan perizinan; 

6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BppT adalah 
Perangkat Daerah berbentuk Badan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur 
Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan 

7, Perizinan Paralel adalah Peryelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelak 
usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secar 
terpadu dan bersamaan. 
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JENIS PELAYANAN PERIZINAN 

Pasel 2 

(1)Jenis-Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan pada BPPT melliputi: 
1. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 
2. Lin Penggunaan Bangunan (1PB); 
3. Lin Usaha Jasa Konstruksi (1UK); 
4. Lin Lokasi; 
5. in Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian; 
6. lzin Pemanfaatan Kekayaan Daerah meliputi 

a. Penggunaan tanah pemda; 
b. Penggunaan Trotoar 
¢. Penggunaan berm jalan; 
d. Penggunaan jalan; 
e. Peng9unaan Tanah Lambiran 
f. Penggunaan Gedung pertemuan; 
9. Penggunaan Stadion; 

7 [in Usaha Bidang Kesehatan meliputi 
a. Lin Pendirian dan atau penyelenggaroan sarana / usaha Kesehatan Swasta; 
b. Lin distribusi pelayanan obat skala kabupaten oleh swasta; 
c. lzin pusat kebugaran jasmani, SPA, Klinik Kosmetik 

8. Izin Tempat penampungan Tenaga Kerja; 
9. Izin Gangguan: 
10. Izin Usaha Industni (IUI); 
1. lzin Usaha Perdagangan (SIUP); 
12. 1a0da Daftar Perusahaan (TDP) 
13. Ii Pemasangan Rekdame; 
14. [in Usaha Partwisata; 
15. Izin Usaha Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras (mesin); 
16. Izin Usaha Perikanan, 
1. Lin Usaha Pemotongan Ternak; 
18. Lin Usaha Pemotongan Ung9as, 
19. Iain Usaha Toko Obat Hewan; 
20. Lin Usaha Peternakan Rakyat, 
21 Lin Usaha Angkutan dan Trayek; 
22. in Penelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi; 
23. Lin usaha Industni Primer Hasi Hutan Kayu (IUIPHHK) 

(2) Kewenangan Penandatanganan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan kepada Kepala BppT, 

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERLZINAN 

Bagian Pertama 

(1) Sarana dan Prasarana Pelayanan BppT terdirt dat: 
a. Loket pengajuan permohonan dan informasi; 
b. Unit Penrosesan berkas; 
c. Loket Pembayaran; 
d. Loket Penyerahan Dokumnen; 
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(2) Loket pengajuan permohonan dan informasi bertungsi 
a. memberikan informasl terkait perizinan terpadu kepada masyarakat yang 

membutuhkan; 
b. menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan perizinan; 
c. meneruskan berkas permohonan kepada petugas; 
d. membuat dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan yang sudah 

engkap dan benar. 

(3) Unit pemrosesan berkas berfungsi 
a. meneliti berkas permohonan; 
b. mengkoordinasikan pelaksanaan penirjauan lokasi; 
c. mengkoordinasikan pengkaflan hasil pemeriksaan / peninjauan lokasi; 
d. memproses perizinan 

(4) Loket pembayaran berfungst sebagai tempat penerimaan pembayaran (kas daerah) 
semua jenis perizinan 

(5) Loket penyerahan dokumen berfungsi sebagai tempat penyerahan dokuren f 
pengamohlan surat izin yang sudah dproses dan sudah dilakukan pembayaran 
perizinan, 

(6) Loket pengaduan berfungsi sebagai tempat penerimaan pengaduan terkait dengan 
pelayanan perizinan oleh gppT, 

Bagian Kedua 
Mekanisme Peryelesaian Pelayanan Perizinan 

Pasa 

(I) Mekanisme penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan 
a. Penelitian Berkas Permohonan; 
• Pereriksaan / Cek Lapangan; 
e, Penerbitan Rekomendagt Tim Teknls ; 
d. Penerbitan Iin 

(2) Mekanisme melalul atau tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan didasarkan 
pada slfat permasalahan yang dimungiinkan / ditimbukan dari permohonan yang 
asuk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Penyelesaian pelayanan perizinan melalui pemeniksaan teknis di lapangan maupun 
tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah 
koordinasi Kepala BppT, 

(4) Tim Tekis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Pejabat Satuan Ker]a 
Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai 
dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat 

(5) Tim teknis sebagaimana dimaksud paca ayat (+) memiliki kewenangan untuk 
mnengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau 
ditolaknya suatu permohonan perizinan. 

(6) Apabila Tim teknis tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5), 
maka Kepala BPPT wajib menyampaikan laporan kepad.a Bupati untuk 
penyelesalannya. 

(7) Teknis pelaksanaan mekanisme sebagaimena dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Kepala BPPT. 

(8) Mekanisme penyelesaian pelayanan perizinan tercantum pada Lampiran yang 
mnerupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati ini 
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Baglan Ketiga 
Prosedur Pelay@nan 

(I) Prosedur, persyaratan dan teknis pela«sanaan pelayanan perizinan diatur sesual 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perizinan, 

(2) Ketentuan tentang prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
wajib dipasang ditempat yang mudah diithat masyarakat di gedung Kantor gppf 

Bagian Keempat 
Penyederhanaan pelayanan 

Pasal 6 

Penyederhanaan penyelenggaroan pelayanan mencakup; 

a. Pelayanan atas permohonan perizinan dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan 
Terp8du, 

b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang 
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

c. Kepastian biaya pelayanan idak melebihi dari ketentuan yang telah di tetapkan 
dalarm Peraturan Daerah; 

d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses 
pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya 

e. Mengurangl berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau 
lebih permohonan periinan, 

f, Pembebasan blaya perizinan bagi usaha mikro kell menengah (UMKM) yang ingin 
memulal usaha baru sesua dengan peraturan yang berlaku. 

g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasl tentang 
penyelenggaraan perizinan 

Bagian Kelima 
Proses, Waktu dan Biaya Penyelenggaraan Perizinan 

Pasal 7 

(1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dimulai dani tahap permohonan sampal 
dengan terbitnya dokumen dilaksanakan secara terpadu 

() proses penyelen9garaan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu penis perizinan 
tertentu atau periinan paralel. 

Pasal 8 

(1) Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hart kerja 
terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap lzin Lokasi 
dan Izin Gangguan. 

Pasat 9 

(1) Besaran biaya retribusi perizinan di hitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah; 

(2) Dokumen persyaratan perizinan yang disedian kecamatan dan Desa/kelurahan harus 
dalam satu paket biaya periinan. 

• 
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KETERBUKAAN INTORMAST 

Pasal 10 

(1) BPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informnast. 

(2) Data dart setiap perizinan yang diselesaikan oleh BPT lgampaikan kepada Peranlt Daerah terkait setiap bulan 

Pasal 11 

BPT wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan 
dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, blaya 
dan waktu perizinan serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas dan transparar 
melalui berbagal media yang mudah diakses oleh masyarakat 

Pasal 12 

Data sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha, 

8A3 V 

PENANGANAN PENGADUAN 

Pasal 13 

BPpT wajib menyedlakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerah 

Pasal 14 

BPPT waflb menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan 
jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hart kerja 

BAB VI 

KETENTUAN PENUT 

Pasal 15 

(1) Dengan ditetapkannya keputusan ini segala bentuk pelaryanan perizinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 harya dapat dilaksanakan oleh BpPT gedagkan pembinaan 
dan pengawasan bidang yang bersangkutan menjadi tanggung jawab Instansi / Dings 
Teknis yang bersangkutan termasuk target income 

2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPT, 
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Pasal 16 

Dengan dlundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor S 
Tahu 2007 tentang Pola Pelayanan Urumn Terpadu Satu Pintu dan Ketentuan 
lain yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyat.ak.an bdak benlau 

Pasat 17 

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini 
dengan penerpata00ya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tangga 12 R8re co 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 13 Pr» a0q 
SEKRETARIS DAE RAH KABUPATEN JEPARA 

SHOLIH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 8 



E

i
.:

4?417'

i3=Ee

F

2

;

,. ,z

igE ii 1!; :. E A.1t

7

- 2 
c - - • L 

- 

' ' r - ·'± 
r 

b zzj 5 
ggs~ 

' 
vz=. r " ., =., � 

.,; q 
ii5z - ,;,; 

u 

jj"i z z - 5 > 
=· > 

a - � � 
> 

� 5 - . ¢± z 
i 

, 
'--7--' 

e > ' ' ' ' ' , 
{H? #it# 

E g + 
$. - - 

- z 

' -i 
­ 

E z 
3 

% - - 
a - 

- 

" 
" 

, 5 
# - l - L • 

= 

' 
> 

­ • • 

- ; 
0 , 
5 z 
2 c 


